Menimbang

Mengingat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG

KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONIESIA,

bahwa negara Republik Indoncsia berdasarkan  Pancasila
dan Undang-Undang Dasar MNegara Republile Indonesia
Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat
setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia;

bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki
dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan
kewajiban  yang perlu  dilindungi dan  dijamin
pelaksanaannya;

bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang -
Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976
tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62
Tahur 1958 tentang chargancgaraan Republile Indoncsia
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut

.dan diganti dengan yang bary; .

bahwa berdasarkan pernmbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia;

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2),
Pasal 28D ayat (1) dan ayat {4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I

ayat (2), dan Pasal 28J

Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN : .,
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MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA,

TENTANG KEWARGANEGARAAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kewarganegaraan adalah segala hal
berhubungan dengan warga negara.

ihwal yang

Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk
memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui
permohonan,

w

4, Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung
jawabuya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu
yang ditunjuk oleh Menteri untuk menanguni masalah
Kewarganegaraan Republik Indonesia.

6. Setiap orang adalah
korporasi.

orang perscorengan, termasuk

7. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar
Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia,
Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap
Republik Indonesia. '

Pasal 2
Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 3
Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh

berdasarkan . ..



ayan gan 1bu warga Negara Inaonesia;

. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang

ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang
ayah warga negara as‘ng dan ibu Warga Negare Indonesia;

. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu

Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai
kewarganegaraan atau hukum ncgara asal ayahnya ticak
memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari
setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang
sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia,;

anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang
ibu Warga Negara Indonesia,;

. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang

ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah
Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan
itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan
belas) tahun atau belurn kawin;

anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang
pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah
dan ibunys;

j. anak...


























































































